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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi produk musyarakah dari

pengoperasian sampai perlakuan akuntansi dibandingkan dengan PSAK No. 59

dan prinsip syariah. Obyek penelitian ini adalah BMT Bina Dhuafa Beringharjo,

BMT Al lkhlas, BMT Taruna (Jogjatama), BMT Rizky Mulia, dan BMT Rizqi

Barokah. Data diperoleh dengan cara datang Iangsung ke objek penelitian guna

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu produk musyarakah merupakan produk

terbesar pada kelima BMT tersebut. Analisis pemasaran, analisis aspek

pengakuan, analisis aspek pengukuran kelima BMT tersebut telah sesuai dengan

PSAK No. 59 dan prinsip syariah kecuali BMT Rizqi Barokah analisis aspek

definisi dan analisis pengakuan belum sesuai dengan PSAK No 59 karena

pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakahnya dengan mendebit piutang

dan mengkredit kas dimana yang seharusnya menurut PAPSI yaitu dengan

mendebit pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas.Analisis akad musyarakah

dan analisis aspek definisi pada lima BMT tersebut belum sesuai karena kelima

BMT tersebut tidak memperhatikan mitranya untung atau rugi harus tetap

mengangsur pokok pembiayaan dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan.

Analisis Aspek pengungkapan dan pelaporan pada kelima BMT tersebut belum

sesuai dengan PSAK no. 59 karena aspek pengungkapan dan pelaporan belum

disajikan secara lengkap.

xvin

 



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perbankan syariah pada saat ini merupakan gejala yang

menggembirakan bagi umat Islam. Pada saat krisis bank syariah relatif bisa

bertahan sehingga bank syariah tidak lagi dipandang sebelah mata oleh

masyarakat Indonesia, setelah krisis justru banyak investor dan bank kovensional

yang tertarik menanamkan investasinya pada bank syariah. Hal ini didukung oleh

karakteristik kegiatan bank syariah yang melarang adanya riba (bunga bank),

kegiatan spekulasi dan ketidakjelasan.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang

usaha pokoknya memberikan pembiyaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan

prinsip syariat Islam. Adanya lembaga keuangan syariah diharapkan dapat

memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui

pembiyaan-pembiayran yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah.

Melalui pembiyaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah

dapat menjadi mitra kepada nasabah, sehingga hubungan lembaga keuangan

syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi

hubungan kemitraan. Bank syariah yang pertama kali berdiri di Indoesia adalah

Bank Muamalat Indonesia (BMI). Keberadaan bank syariah pada awal berdirinya

 



belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan

nasional.

Menurut Mohammad (2002), secara filosofi bank syariah berdiri karena

dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun nor. keuangan. Sedangkan

secara praktis, bank syariah berdiri karena sistem perbankan berbasis bunga

mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut:

1). Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.

2). Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan

kebangkrutan.

3). Komitmen untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat

bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.

4). Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi inovasi oleh usaha kecil.

5). Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali

ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka

(Arifin dikutip oleh Muhammad, 2002).

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, dibuka kemungkinan bank untuk

melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pemberian pembiayaan bagi nasabah

berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

Pemerintah No. 10 tahun 1998 dan diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah

ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI telah memberikan landasan

hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas lagi bagi perkembangan

perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan

kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara

 



lain melalui izin bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang syariah

atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah. Dengan kata lain bank umum

dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan

sekaligus dapat melakukan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pada tanggal 1

Mei 2002 diterbitkan PSAK No. 59 yang menjadi pedoman bagi perbankan

syariah.

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Bank Syariah (KDPPLK Bank Syariah) tercantum kegiatan bank syariah (para 8)

antara lain :

a. Manajer investasi yang mengelola investasi dana nasabah.

b. Investor, menginvestasikan dananya sendiri maupun dana nasabah sesuai

dengan prinsip syariah.

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran.

d. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta

pinjaman kebajikan sesuai ketentuanyang berlaku.

Karakteristik bank syariahmenurut Ikatan Akuntansi Indonesia (para 3) yaitu
a. pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
b. tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value ofmoney)
c. konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
d. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
e. tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
f. tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah seperti halnya bank konvensional, berorientasi pada laba dan

memerlukan manajemen bank yang benar agar tetap bisa eksis. Yang

membedakan adalah bentuk imbalan yang diberikan kepada nasabah. Jika pada

 



jika hal tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola. Sedangkan dalam

musyarakah merupakan percampuran modal sehingga apabila usaha tersebut

mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan modal yang

disetorkan, hal ini akan membuat pengelola akan lebih berhati-hati dalam

menjalankan usahanya (makhalul, 2002 : 43).

Perkembangan BMT pada saat ini memang mengembirakan tetapi masih

ada keraguan dalam masyarakat bahwa benarkah BMT telah benar-benar

menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.Contoh faktanya terdapat

BMT yang mengajukan syarat agar usaha yang dikelola nasabah tidak mengalami

kerugian. Bila ternyata usaha nasabah mengalami kerugian maka BMT menuntut

pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan (Makhalul, 2002 :43 ).

Atas dasar pemikiran dan kenyataan di atas maka penulis mengambil judul

"EVALUASI PRODUK MUSYARAKAH (DARI PENGOPERASIAN

SAMPAI PERLAKUAN AKUNTANSI) PADA LEMBAGA KEUANGAN

SYARIAH MIKRO STUDI KASUS PADA BMT BERINGHARJO, BMT

AL IKHLAS, BMT TARUNA (JOGJATAMA), BMT RIZKY MULIA, BMT

RIZQI BAROKAH".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka

permasalahan pada penelitian ini adalah :sejauh mana kesesuaian operasi sampai

dengan perlakuan akuntansi produk musyarakah pada lembaga keuangan syariah

dengan prinsip syariah dan PSAK No. 59 (tentang Akuntansi Perbankan Syariah)?

 



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pendahuluan

Bab II berisi tentang kajian pustaka yaitu mendokumentasikan dan

menghubungkan hal-hal yang berkaitan dengan judul yang diangkat yang

diperoleh penulis dari membaca berbagai literature. Berbagai teori yang telah

dikumpulkan tersebut akan berguna sebagai landasan penelitian.

Metode yang digunakan dalam bab II ini adalah menggunakan metode

studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca referensi yang berhubungan

dengan judul, mengutip pendapat dan pemyataan yang mendukung teori yang

digunakan dalam penelitian.

Sistematika penyusunan bab II terdiri atas: pendahuluan, pengertian

pengoperasian, akuntansi syariah, BMT, musyarakah, teknik pembukuan

akuntansi syariah, pemyataanakuntansi keungan syariah no. 59.

2.2. Pengertian Pengoperasian

Pengoperasian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu, 1996 :

963) berarti hal, cara, hasil atau proses kerja mengoperasikan sesuatu. Dalam

penelitian ini yang dimaksudkan dengan pengoperasian yaitu cara atau proses

produk musyarakah seperti cara pemasarannya, bagaimana akadnya dan cara

perhitungan bagi hasilnya.

 



2.3. Akuntansi Syariah

2.3.1. Pengertian Akuntansi

Menurut Mulyadi (2002) "Akuntansi merupakan proses

pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi

yang dinyatakan dalam satuan uang". APB (Accounting Principle Board)

statement no. 4 (1970) mendifinisikan Akuntansi adalah suatu kegiatan

jasa yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam

ukuran uang, mengenai suatu bahan ekonomi yang dimaksudkan untuk

digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam

memilih diantara beberapa altematif. (dikutip oleh Anis, 2003: 31)

2.3.2. Pengertian Akuntansi Syariah

Syariah mengandung semua aspek yang secara positif dapat

disebut hukum, sumbemya berasal dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan

Qiyas (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IB:, 2001 ; 5). Berdasarkan

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi Syariah adalah akuntansi

yang didasarkan pada syariat Islam dimana sumber hukum utamanya

adalah Al-Qur'an dan Hadist. Akuntansi Syariah muncul kepermukaan

karena adanya kebutuhan atau permasalahan yarg menerpa bank Syariah

pada umumnya yaitu kesulitan dalam menerapkan akuntansi yang cocok

untuk bank Syariah. Karena lembaga keuangan tersebut bemafaskan Islam

maka tentunya berbeda pula sistem dan pencatatan transaksinya dengan

akuntansi konvensional, lembaga bisnis Islam mestinya menerapkan

akuntansi Islam pula.
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2.3.3. Pendorong Munculnya Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah muncul kepermukaan dan menjadi perdebatan

dikalangan praktisi maupun akademisi adalah sebagai akibat dari

munculnya lembaga keuangan Islam di Indonesia.

Beberapa hal yang mendorong munculnya Akuntansi Islam adalah

sebagai berikut (Harahap, 1999) :

a. Meningkatnya religiousity masyarakat.
b. Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang

selama ini tampak diabaikan oleh Akuntansi konvensional.
c. Semakin lambatnya Akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan

masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran
dan kejujuran.

d. Kebangkitan umat Islam khususnya kaum terpelajar yang merasakan
kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme itu sendiri.

e. Perkembangan atau anatomi disiplin Akuntansi itu sendiri.
f. Kebutuhan akan system Akuntansi dalam lembaga bisnis Syariah

seperti bank, asuransi, pasar modal dan Iain-lain.
g. Kebutuhan yang semakin besar pada norma perhitungan zakat dengan

menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar
perhitungan .

h. Kebutuhan akan pencatatan, pertanggung jawaban dan pengawasan
harta umat.

2.3.4. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat

dalam system Akuntansi Syariah.

Berikut uraian ketiga prinsip umum tersebut adalah (Muhammad,

2000):

a. Prinsip pertanggung jawaban
Implikasi dari prinsip pertanggung jawaban dalam bisnis dan

akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis
harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah
diamanatkan dan yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.
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Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan
membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen
sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang berugas sebagai pengelola
zakat, infaq, dan shodaqoh juga harus membantu nasabah yang
kesulitan dalam masalahpembayaran kredit.

Kegiatan yang dikembangkan BMT (Rasyid, 2001) adalah

a. Menggalang dan menghimpun dana untuk membiayai usaha-usaha

anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok para

pendiri. Selanjutnya BMT mengembangkan modalnya dari simpanan

pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk

memperbesar modal, BMT bekerjasama dengan berbagai pihak yang

mempunyai kegiatan sama seperti BUMN, proyek-proyek pemeiintah,

LSM, dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi

hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.

b. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian

kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang

bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini BMT akan mendapat bagi

hasil sesuai aturan yang ada.

c. Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga

kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

d. Mengembangkan usaha-usaha disektor riil yang bertujuan untuk

mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota. Misalnya :

distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan

dan lainnya.
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2.4.2. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR Syariah, yakni

menggunakan 3 prinsip :

a. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan

BMT.

1) Al-Mudharabah

2) Al-Musyarakah

3) Al-Muzara'ah

4) Al-Musaqah

b. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam

pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah agen yang diberi kuasa

melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak

sebagai penjual, dengan menjuai barang yang telah dibelinya tersebut

dengan ditambah mark-up keuntungan BMT nantinya akan dibagi

kepada penyedia dana.

1) Bai'al-Murabahah

2) Bai'al-Salam

3) Bai'al-Istishna

4) Bai 'al-Bitsaman Ajil

c. System non profit
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2) Lewat kerjasama antara BMT dengan lembaga Badan Amil Zakat,

Infaq dan Shadaqoh (BAZIS)

b. Penyaluran dana ZIS

1) Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya

membantu.

2) Pemberian bea siswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang

mampu dalam membayar SPP.

3) Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor

kesulitan pelunasan.

4) Membantu masyarakat yang perlu pengobatun.

2. Mendirikan BMT

a. Modal Pendirian BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal minimal sebesar Rp.

5.000.000,00 (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal dari satu

atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau

BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT hams

terdiri antara 20 sampai 44 orang hal ini diperlukan agar BMT menjadi

milik masyarakat setempat (Heri Sudarsono, 2003 : 92).

b. Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat

koperasi.

 



2.5. Musyarakah

2.5.1. Pengertian Musyarakah

"Musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih
dimana masing-masing pihak menyetorkan dana dengan kesepakatan
bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan "(M. Syafi'I Antonio, 2001).

"Musyarakah adalah percampuran dana untuk tujuan pembagian

keuntungan" (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001 : 71).

Menurut Muhammad (2002 : 95) "musyarakah adalah kerjasama

dalam suatu usaha oleh dua pihak".

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa musyarakah

adalah kerjasama antara dua orang atau lebih unmk melakukan usaha

bersama dimana masing pihak menyetorkan dana atau modal, keuntungan

akan dibagi sesuai kesepakatan dan rugi dibagi sesuai porsi modalnya atau

sesuai kesepakatan.

Gambar 2.1. Skema Musyarakah

(Syafi'I, 2001)
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2.5.4. Syarat Musyarakah

a. Kedua belah pihak mengerti hukum

b. Modal hams tunai sehingga mudah dihitung / diukur

c. Pembagian keuntungan disepakati bersama

Syarat yang lain yaitu ;

a. Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini hams dapat

diwakilkan kepada orang lain sehingga bila hams ada seorang yang

diwakilkan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan lain akan

lebih leluasa.

b. Pembagian keuntungan hamsjelas.

2.5.5. Jenis-jenis Musyarakah

a. Musyarakah Kepemilikan

Yaitu terjadi karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang

mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih (M.

Syafi'I Antonio, 2001).

b. Musyarakah Akad

Yaitu musyarakah yang terjadi karena kesepakatan dua orang atau

lebih untuk memberikan modal musyarakah dan merekapun bersepakat

berbagi keuntungan dan kerugian (M. Syafi'I Antonio, 2001)

Musyarakah akad terbagi menjadi:

1) Syirkah Inan
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Adalah suatu akad dimana dua orang atau lebih bersekutu dalam

modal dan sama-sama berdagang serta bersekutu dalam

keuntungan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001).

2) Syirkah Mufawadoh

Adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dimana modal

yang disetor setiap pihak dan usaha fisik yang dilakukan sama

(Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001).

3) Syirkah Wujuh

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai

reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis (M. Syafi'I

Antonio, 2001).

4) Syirkah A'mal/Abdan

Adalah kerjasama beberapa orang dengan modal profesi dan

keahlian masing-masing, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan

(Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001). Menurut

Tagyuddin (2000) abdan adalah perseroan antara dua orang atau

lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka.

5). Syirkah Al Mudharabah

Adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama

(shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak

kedua sebagai pengelola (mudharib). Para ulama berbeda pendapat

mengenai hal ini. Ulama yang setuju beralasan bahwa syirkah al

mudharabah telah memenuhi rukun dan syarat sebuah kontrak

(akad) musyarakah (M. Syafi'I Antonio, 2001).
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2.5.6. Manfaat Musyarakah (M. Syafi'I Antonio, 2001 ; 97)

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan
nasabah meningkat.

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan hasil usaha bank
sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spreat.

c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar
halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan
benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

d. Prinsip bagi hasil musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap
dimana bank akan menagih nasabah dengan jumlah bunga tetap
berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun memgi dan
terjadi krisis ekonomi.

2.5.7. Resiko Musyarakah (Antonio, 2001 ; 98)

a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam

kontrak.

b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

c. Penuyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak

jujur.

2.6. Teknik Pembukuan Akuntansi Syariah

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan dasar teknik pembukuan yang

dipakai dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Didalamnya

meliputi bagaimana suatu transakisi dicatat, dinilai jumlahnya dan diakui

menurut PAPSI (2003: 60,61):

a. Pada saat BMT membayarkan uang tunai kepada syirkah

Db. Pembiayaan musyarakah
Kr. Kas / Rekening mitra/ Kliring

 



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendahuluan

Bab III ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian

guna menjawab rumusan masalah .

Metode yang dikembangkan dalam Bab III ini adalah metode kualitatif

untuk memberikan penjelasan dan menjawabrumusan masalah.

Sistematika penyusunannya yaitu: pendahuluan, metode pengumpulan

data, jenis-jems data, objek penelitian dan analisis data.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian lapangan (field research) adalah pengumpulan data dengan

terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi dan data yang

diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan yaitu:

a). Wawancara

Yaitu dilakukan dengan tanya jawab kepada responden untuk

memperoleh informasi berlandaskan padatujuan penelitian.

b). Observasi langsung

Yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang

diteliti.
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BAB IV

DATA DAN ANALISIS

4.1. Pendahuluan

Dalam bab IV ini akan dibahas mengenai data dan analisis yaitu data yang

diperoleh penulis selama melakukan penelitian dievaluasi kesesuaianya dengan

teori yang ada. Atas permintaan BMT yang digunakan dalam penelitian penulis

tidak menampilkan nominal dalam laporan keungan. Evaluasi dilakukan dengan

membandingkan dari pengoperasian sampai perlakuan akuntansi produk

musyarakah pada lembaga keuangan syariah mikro yang telah diteliti dengan

prinsipsyariahdan ketentuan yang termuat dalam PSAK No. 59.

Sistematika pembahasan dalam bab ini terdiri atas : Gambaran umum

BMT, analisis kebijakan, analisis strategi memasarkan produk musyarakah,

analisis akad musyarakah, analisis aspek definisi, analisis aspek pengakuan,

analisis aspek pengukuran, analisis aspek penyajian dan pengungkapan.

4.2. Gambaran Umum BMT

Daerah Istimewa Yogyakarta luas wilayahnya 3.185, 87 km2 yang terbagi

menjadi lima daerah tingkat II yaitu Kodya Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan

Ekonomi Islam (P3EI) FE-UII ada 60 BMT yang tersebar diselumh wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Tabel 4.1. Daerah Penyebaran BMT di DIY

No. Daerah Tingkat II di DIY Jumlah BMT yang terdaftar

1. Kodya Yogyakarta 23 BMT

2. Kabupaten Sleman 20 BMT

3. Kabupaten Bantul 7 BMT

4. Kabupaten Kulon Progo 5 BMT

5. Kabupaten Gunung Kidul 5 BMT

Jumlah 60 BMT

Sumber : P3EI FE UII

4.3. Analisis Kebijakan

Analisis pertama yang akan dibahas adalah analisis kebijakan. Analisis

perlu dilakukan untuk mengetahui apakah BMT mempunyai produk musyarakah

dan bagaimana komposisi produk pada BMT yang diteliti.

Komposisi produk pembiayaan pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo yaitu

musyarakah 77,13%, Murabahah 21,57%, dan Ijarah 1.3 %. Produk

musyarakah pada BMT Beringharjo merupakan produk andalan. Scbagian

nasabahnya adalah para pedagang dipasar Beringharjo yang mengadakan akad

musyarakah untuk menambah modal berdagang di pasar Beringharjo. Pada BMT

Al lkhlas prosentase produknya pada bulan Mei yaitu 50,45% musyarakah,

47,11% murabahah, dan 2,43% Ijarah. Pencapaian target pada bulan Mei sebesar

82,98% untuk ketiga produk tersebut. Pada BMT Taruna musyarakah 77,45%,
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Berdasarkan data diatas pada kelima BMT tersebut produk musyarakah

merupakan produk terbesar. Ini sesuai dengan teori bahwa bagi hasil merupakan

ciri khas dari lembaga keuangan syariah dan musyarakah lebih besar daripada

mudharabah karena musyarakah mempunyai resiko lebih kecil. Dengan produk

musyarakah yang dikeluarkan oleh BMT akan bisa membantu ekonomi lemah

guna menambah modal usaha sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat

meningkat. Hal ini berarti pada BMT berbeda dengan bank syariah dimana pada

bank syariah secara nasional produk yang terbesar adalah murabahah. Tetapi

sayang kelima BMT tersebut belum ada yang memberikan bantuan selain modal

seperti pelatihan manajemen, pembukuan yang sederhana dan lain - lain dimana

sebenarnya itu juga merupakan kewajiban BMT seperti yang telah dibahas pada

Bab II mengenai peran BMT.

4.4. Analisis Strategi Pemasaran Produk Musyarakah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi adalah ilmu siasat perang

atau akal (tipu muslihat) untuk mencapai suatu maksud. Dalam pengertian yang

lebih luas strategi yaitu cara yang ditempuh seseorang atau organisasi untuk

mencapi tujuan yang diinginkan. Jadi memasarkan produk musyarakah

mengandung pengertian sebagi cara yang ditempuh dalam rangka menawarkan

produk musyarakah kepada masyarakat yang tentunya hams sesuai dengan prinsip

syariah. Sesuai dengan prinsip syariah maksudnya agar cara tersebut diwujudkan

dalam tindakan dan langkah-langkah kebijakan yang sqjalan dengan prinsip-

prinsip syariah.
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Tindakan atau langkah-langkah kebijakan yang tidak sesuai dalam

memasarkan produk musyarakah sebagai contoh misainya mula-mula petugas

BMT menawarkan besamya bagi hasil tetap per bulan kepada calon nasabah

selama jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya jika hal itu disepakati BMT akan

merealisasikan akad musyarakah kepada nasabah.

Pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al lkhlas, BMT Taruna dan

BMT Rizky Mulia pemasaran produk musyarakah dilakukan dengan cara

mendatangi langsung calon nasabah, dengan brosur-brosur bahkan melalui

internet sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas kapan saja. Pada BMT

Rizqi Barokah karena BMT ini masih bam maka belum melakukan pemasaran

melalui internet, hanya dengan cara datang langsung kepada calon nasabah dan

brosur-brosur. BMT-BMT tersebut tidak menawarkan bunga tetap pertahun.

Berdasarkan uraian diatas maka strategi pemasaran pada BMT Bina

Dhuafa Beringharjo, BMT Al lkhlas, BMT Taruna, BMT Rizky Mulia dan BMT

Rizqi Barokah telah sesuai dengan prinsip syariah.

4.5. Analisis Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah perjanjian bagi hasil antara nasabah dengan bank

dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan rinclarVspesifikasi proyek yang

akan dibuat serta segala ketentuan terms and conditions yang telah disepakati

antara nasabah dan bank ( Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia 2001 ;

187).
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Berdasarkan definisi diatas maka dalam akad musyarakah hams d-jelaskan

pembagian bagi hasil. Masing-masing pihak hams mendapatkan pejelasan yang

benar, terang dan memadai tentang porsi keuntungannya. Keuntungan merupakan

bagian yang dibagi bersama dengan perbandingan yang tegas seperti 35% : 65%

atau 40% : 60%. Tidak diperbolehkan pembagian keuntungan dengan

menyatakan nilai nominal misalnya Rp. 500.000, 00 bagi bank dan Rp. 600.000,

00 bagi nasabah karena hal itu belum tentu mencerminkan keuntungan yang

sebenarnya. Yang kedua hams dijelaskan mengenai jenis proyek yang telah atau

akan dilakukan olen nasabah. Syarat yang lain seperti yang telah diuraikan dalam

bab II halaman 21.

Dalam akad diperbolehkan menggunakan jaminan ueperti yang tercantum

dalam PSAK No. 59 yaitu

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya maka
setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas
kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan
kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhaaap akad antara lain
penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan
operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai prinsip syariah (para 38).

Mitra musyarakah pada kelima BMT tersebut adalah golongan ekonomi

menengah kebawah dengan kebutuhan modal relatif kecil sehingga kebenyakan

nasabah tidak mempunyai laporan keuangan. Perhitungan laba mgi dihitung

berdasarkan perkiraan dibantu oleh petugas BMT. Dalam kenyataannya mitra

musyarakah tidak pernah diperiksa kembali apakah benar mitra tersebut setiap

hari mendapatkan laba sesuai perkiraan atau temyata merugi, sehingga mereka

hams tetap membayar pokok pembiayaan dan bagi hasil setiap hari, minggu atau

bulan sesuai dengan kesepakatan.

 



37

Pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al lkhlas. BMT Taruna, BMT

Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK

No. 59 karena dalam akad musyarakahnya dicantumkan jenis usaha, porsi bagi

hasil dan barang yang dijaminkan, tetapi dalam realisasinya belum sesuai karena

mitra musyarakah hams membayar pokok pembiayaan dan bagi hasilnya tanpa
memperhatikan apakah mitra untung atau mgi.

4.6. Analisis Aspek Definisi

4.5.1. Bagi hasil

Bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha antara bank dan

nasabah, baik penyimpan dana maupun penerima kredit modal

kerja/investasi.

PSAK No. 59 menyatakan bahwa :

laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional
sesuai dengan modal yang disetorkan (baik bempa kas maupun aktiva
lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan
mgi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan
(baik bempa kas maupun aktiva lainnya) (para 39).

Berdasarkan pemyataan PSAK No. 59 tersebut maka bagi hasil pad

BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al lkhlas, BMT Taruna, BMT

Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah belum sesui karena walaupun pada

BMT tersebut dalam akadnya telah dicantumkan porsi bagi hasil secara

jelas, tetapi dalam realisasinya mitra hams terap mengansur pokok

pembiayaan dan bagi hasilnya tanpa menperhatikan apakah mitra tersebut
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untung atau rugi seperti yang telah dibahas pada analisis aspek akad

musyarakah.

4.5.2. Musyarakah

Dalam bab II telah dibahas mengenai definisi musyarakah.

Menurut PSAK No. 59 musyarakah adalah akad kerjasama diantara para

pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari

keuntungan (para 35). Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan

musyarakah yaitu dengan mendebit pembiayaan musyarakah dan

mengkredit kas/rekening syirkah/kliring. Pencatatan akuntansi untuk

pembiayaan musyarakah pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al

lkhlas, BMT Tamna dan BMT Rizky Mulia yaitu dengan mendebit

pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas, pada BMT Rizqi Barokah

mendebit piutang dan mengkredit kas.

Jadi pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah pada

BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al lkhlas, BMT Taruna dan BMT

Rizky Mulia sudah sesuai dengan PSAK No. 59 sedangkan pada BMT
Rizqi Barokah tidak sesuai dengan PSAK No. 59.

4.7. Analisis Aspek Pengakuan

PSAK No. 59 menyatakan bahwa

Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau
penyerahan aktiva non-kas kepada mitra musyarakah (para 41),

Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan
msbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah, sedangkan mgi
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pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan
kontnbusi modal (para 47), &

Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode
pelaporan maka : laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan
msbah bagi hasil yang disepakati dan mgi diakui dalam periode terjadinya
kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah (para 48),

Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode
pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan
maka : laba diakui dalam periode terjadinya sesuai nisbah yang disepakati
dan mgi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai
dengan kontnbusi modal dan mengurangi pembiyaan musyarakah (para

Pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al lkhlas, BMT Taruna, BMT

Rizky Mulia dan BMT Rizqi Barokah telah sesuai dengan PSAK No. 59 karena

pada BMT tersebut pertama pembiayaan musyarakah diakui pada saat penyerahan

tunai yaitu dengan mendebit pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas Kecuali

BMT Rizqi Barokah yaitu mendebit piutang dan mengkredit kas, yang kedua laba

musyarakah diakui sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati dan tercantum
dalam akad.

4.8. Analisis Aspek Pengukuran

PSAKNo. 59 menyebutkan bahwa

Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sejumlah yang
dibayarkan, dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan
jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas maka
sehsih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat
penyerahan, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya biava
study kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan
musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah (para
4Z).

 



BABV

PENUTUP

5.1. Pendahuluan

Bab ini mempakan bab terakhir dari penelitian yang dilakukan terhadap

produk musyarakah (dari pengoperasian sampai perlakuan akuntansi) pada

lembaga keuangan syariah mikro, dengan mengambil 5 BMT yang terdapat di

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sampel penelitian.

5.2. Kesimpulan

a. Analisis Kebijakan

Produk musyarakah mempakan produk utama dan terbesar pada BMT

Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al lkhlas, BMT Tamna, BMT Rizky

Mulia dan BMT Rizqi Barokah. Hal ini sangat mengembirakan karena

dengan adanya produk musyarakah bisa membantu masyarakat ekonomi

lemah kebawah untuk mendapatkan tambahan modal usaha dimana hal itu

sangat sulit didapatkan melalui bank, baik bank kovensional maupun bank

syariah. Dengan adanya tambahan modal diharapkan pendapatan juga

meningkat sehingga kesejahteraan mayarakat ekonomi menengah

kebawah juga akan meningkat.
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b. Analisis pemasaran produk musyarakah

Analisis pemasaran produk musyarakah pada kelima BMT tersebut telah

sesuai dengan prinsip syariah karena dilakukan dengan cara mendatangi

langsung calon nasabah, dengan brosur-brosur maupun melalui internet

dimana dalam penjelasannya tidak ada yang menyimpang dari prinsip
syariah.

c. Analisis Akad Musyarakah

Akad musyarakah pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al lkhlas,

BMT Taruna, BMT Rizky Mulia, dan BMT Rizqi Barokah telah sesuai

dengan prinsip syariah karena telah dicantumkan jenis usaha, porsi bagi

hasil, dan barang yang dijaminkan. Mengenai barang jaminan sebenamya

tidak wajib, biasanya untuk pembiayaan yang besar atau barang tersebut

tidak dibawa ke BMT hanya disurvei saja. Seperti pada BMT Taruna,

pembiayaan dibawah 1 juta iaminannya boleh bempa barang tidak

bergerak, seperti kulkas, televisi dan Iain-lain dimana barang tersebut

tidak dibawa ke BMT tetapi hanya disurvei saja. Tetapi dalam realisasinya

belum sesuai karena kelima BMT tersebut tidak memperhitungkan apakah

mitranya untung atau rugi hams tetap mengangsur pokok pembiayaan

beserta bagi hasilnya. Tetapi sayang kelima BMT tersebut belum ada yang

memberikan bantuan selain modal seperti pelatihan manajemen,

pembukuan yang sederhana dan lain - lain dimana sebenamya itu juga
mempakan peran BMT.
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d. Analisis aspek definisi

a) Bagi hasil

Bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha antara bank dan

nasabah, baik penyimpan dana maupun peneriina pembiayaan modal

kerja/investasi. Pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al lkhlas,

BMT Taruna, BMT Rizky Mulia, dan BMT Rizqi Barokah belum

sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK no. 59 karena walaupun telah

mencantumkan porsi bagi hasil dalam akad musyarakahnya, tetapi

dalam realisasinya mitra hams terap mengangsur pokok pembiayaan

dan bagi hasilnya tanpa menperhatikan apakah mitra tersebut untung
atau rugi.

b) Musyarakah

Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah yaitu dengan

mendebit pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas/rekening

syirkah/kliring. Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah

pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al lkhlas, BMT Taruna

dan BMT Rizky Mulia yaitu dengan mendebit pembiayaan

musyarakah dan mengkredit kas, pada BMT Rizqi Barokah mendebit

piutang dan mengkredit kas.

Jadi pencatatan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah pada BMT

Bina Dhuafa Beringharjo, BMT Al lkhlas, BMT Taruna dan BMT

Rizky Mulia sudah sesuai dengan PSAK No. 59 sedangkan pada BMT

Rizqi Barokah belum sesuai dengan PSAK No. 59.
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DAFTAR AKUNTAN

No. Nam a BMT Nam a Akuntan Jumsan Perguruan Tinggi

1. Bina Dhuafa a. Indarti, Amd. Akuntansi AAYKPN

Beringharjo b. Susiawati Keuangan SBI
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c. Indah Ambarwau Ekonomi D3UGM

I d. BetaV. Akuntansi D3UII

I 2. Al lkhlas a. Eko Setiawan Nugroho Akuntansi AAYKPN

b. Sri Asruti Keuangan D3UGM

.
3. Taruna (Jogjatama) a. Ni'matut Dianah Akuntansi UII

b. Dwi Puji Antoro Akuntansi Univ. Widya Wiwaha

4. Rizky Mulia a. Is Dwi Setiowati, SEi. Lembaga

Keu. Islam

STIS

b. Fitri Lina Putri Akuntansi UII

c. Triadesi Hertnayanti Amikom

5. Rizqi Barokah a. Eni Fatmawati Kes. Lingk. AKL
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LEMUACA KEUANGAN SYARI'AH

if BMT AL IKHLAS
BADAN HUKUM: 150/BH/KWK.12/IV/1997

& car-
JU&

BMT AL IKHLAS SLEMAN
NERACA

AKTIVA

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Aktiva Kas dan Setara kas
Kas Teller

Bank

BSM

Penempatan Pada BMT Lain
BMT SAGAN

BMT PRAMBANAN
Piutang Lainnya
Piutang Karyawan

Piutang Usaha
Piutang Murobahah
Piutang Ijaroh

Pembiayaan
Pembiayaan Musyarokah
Pembiayaan Mudharabah

Penyisihan Penghapusan Piutang
Cadangan Kerugian Piutang

Biaya Dibayar Muka
Sewa Kantor

Asuransi Dibayar dimuka
Komisi dibayar di muka
Keperluan Kantor

AKTIVA TETAP

Tanah

Nilai Buku Gedung
Gedung
Akm Penyusutan Gedung
Nilai Perolehan Inventaris Kantor
Inventaris Kantor

Akm. Penyusutan Inventaris
AKTIVA LAIN LAIN
KasZIS

Kas Non Syariah

RUPIAH PASIVA

,'

KEWAJ1BAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Simpanan
Simpanan Mudhorobah
Simpanan pendidikan
Simpanan Qurban
Simpanan Haji
Simpanan Walimah
Simpanan Berjangka
Berjangka 1 bulan
Berjangka 3 bulan
Berjangka 6 bulan
Berjangka 12 bulan

Titipan Bagi Hasil Deposito
ntana ZIS
Jana zakat

Dana Infak/Sedekah
Kewajiban Pajak '•
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Pembiayaan PNM
Pembiayaan BMT Sagan

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS DAN CADANGAN
Simpanan Pokok anggota
Modal Penyertaan 12 Bulan
Modal Penyertaan 24 Bulan
Modal Hibah

Laba Ditahan

JUMLAH EKUITAS

LABA TAHUN BERJALAN

RUPIAH

Yogya-Solo KM. 17 Tlogo Kidul no. 4 Cabang Prambanan
Prambanan Telp. (0274) 748 4347

,, r> .. , Cabang Sloman
Jl. Raya Magelang KM 5 No. 119 Telp (0274) 625 945

_ _ Cabang Bantu,!

Kantor Pusat:

Jl. Prof. Herman Yohanes 103 E Sagan, Yo
Telp. (0274) 580 992 Faks. (0274) 558 010
www.alikhlas-group.com,
e-mail : bmt@alikhlas-group.com
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jgjfl BMT AL IKHLAS
""' BADAN HUKUM: 150/BH/KWK.12/IV/H97

PROFESIONAL. ADIL DAN MENGUNTUNGKAN

<J$=

BMT AL IKHLAS SLEMAN

LAPORAN LABA/RUGI

PENDAPATAN

Pendapatan Operasi
Pendapatan Pembiayaan
Musyarokah
Mudharobah

Pendapatan Margin
Margin Murobahah
Margin Ijaroh

Pendapatan Operasi Lainnya
Pendapatan jasa Administrasi
Administrasi Buka Rekening
Administrasi Tutup Rekening
Administrsi Pembiayaan
Administrasi Magang dan Penelitian
Pendapatan Materai
Administrasi Deposito
Imbalan Bagi Hasil Simpanan
Pendapatan Pinaiti Deposito

Pendapatan Lain-lain

TOTAL PENDAPATAN

BIAYA

Biaya Operasional
Bagi Hasil Simpanan
Simapanan Mudhorobah
Simpanan Pendidikan
Simpanan Qurban
Simpanan Haji
Simpanan Walimah
Bagi Hasil Simpanan Berjangka
Berjangka 1 bulan
Berjangka 3 bulan
Berjangka 6 bulan
Berjangka 12 bulan
Mudharobah Muqayadah
Biaya Administrasi
Administrasi Bank

Potongan Bagi Hasil

Biaya Potongan Margin
Biaya Bagi Hasil Pembiayaan

Biaya Personalia
Biaya Gaji
Lembur

Bieya Komisi

Cabang Prambanan
Jl. Yogya-Solo KM. 17 Tlogo Kidul no. 4 Prambanan Telp. (0274) 748 4347

Cabang SlemanCabang Sleman
Jl. Raya Magelang KM 5 No. 119 Telp. (0274) 625 945

Cabang Bantul
Jl. Parangtritis. Kompleks Ruko Perwila Regency Blok B No. 4 Telp. (0274) 411 830

Kantor Pusat:

Jl. Prof. Herman Yohanes 103 E Sagan, Yogyakarta
Telp. (0274) 580 992 Faks. (0274) 558 010
www.alikhlas-group.com,
e-mail : bmt@alikhlas-group.com
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RIZQI BAROKAH
NERACA

31-01-2005

No. Uraian Jumlah No. Uraian Jumlah
1.

2.

3.

Kas

Piutang
Tabungan BPR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Simpanan
Sukarela

Simpanan Lain
Simpanan
Berjangka
Modal

Laba/Rugi
Jumlah Jumlah

RIZQI BAROKAH
RUGI/LABA

31-01-2005

No. Uraian Jumlah No. Uraian Jumlah
1.

2.

Basil

Administrasi

1.

2.

3.

Biaya Kantor
Gaji
Rugi/Laba

Jumlah Jumlah

 



LAMPIRAN 4 :

AKAD MUSYARAKAH

 



Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

Tempat/tanggal Iahir

Jabatan

Alamat Pekerjaan

Dalam surat perjanjian ini bertindak atas nama BMT Beringharjo, selanjutnya

disebut Pihak Pertama (I).

2. Nama

Tempat/tanggal lahir

Jabatan

Alamat Pekerjaan

Dalam surat perjanjian ini, selanjutnya disebut Pihak Kedua (II).

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian musyarakah

dengan ketentuan di bawah ini Akad Pembiayaan Musyarakah.

PasalI

Pihak Pertama (I) membayarkan uang sebesar Rp ,00 kepada Pihak

Kedua (II), sebagai modal penyertaan unfuk dagang main di Pasar Beringharjo

Yogyakarta.

Pasal2

Pihak Kedua (II) berkewajiban mengembalikan modal yang akan dilakukan

dengan cara angsuran kepada Pihak Pertama I (BMT Beringharjo). Jangka waktu

pembiayaan ditetapkan selama 12 bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian

ini.

Angsuran-angsuran akan dilakukan Selanjutnya dilakukan setiap

bulan. Besamya pembayaran

Pokok :Rp -

Bagi hasil ... % dari pendapatan modal BMT.

 



yang sah dan halal dan hasil penjualannya akan digunakan un.uk menutup,
kekurangan pembayaran. Apabila ada kelebihan dan hasil penjualan barang
jaminan maka akan dikembalikan kepada Pihak Kedua (II).

2 Apabila terjad, penytmpangan alokasi dana dan kesepakatan awal sepet,
disebu. pada Pasal 1maka Pihak Per.an,a (I) maka Pihak Pertama (I) ber ak
untuk meminta atau mengambil modal yang tclah disertakan kepada Pthak
Kedua (II) dengan cara apapun yang sah dan halal.

Tplwit Pihak Kedua (II) lalai dalam membayar angsuran sehingga Pihak BMT
hatus mengadakan penagihan, maka biaya pcnagthan tersebut ditanggnng oleh
Pihak Kedua (II).

Pasal 7

Pihak Kedua (II) setuju untuk membayar biaya-biaya yang timbul dan perjanjian
ini yaitu :

1. Administrasi : Rp .-

2. Materai

Pasal 8

Untnk manjamm kelancaran pembiayaan ini, maka Pihak Pertama akan
mengadakan pengawasan dan atau pemenksanaan terhadap usaha Pihak Kedua
(II) dan sewaktu-waktu akan dimintai keterangan oleh Pihak Pertama (I) tentang
keadaan perusahaan atau usaha jika diperlukan.

Pasal 9

Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam akad perjanjian mi akan
diperbaiki atau dibuat dalam ketentuan lam atau dalam surat-surat lam yang
mempakan bagian yang melekat dan dilampirkan dengan surat perjanjian mi,
dengan kesepakatan kedua belah pihak.

 



Pasal 10

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di BMT Beringharjo pada han
Tanggal Yang disahkan oleh Notaris yang beralamat

Pihak I pihakn

Saksi-saksi

Saksi I Saksi "

Rasuhdlah SA Wbersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagiyang

mampu adalah suatu kedzaliman ". (HR. Muslim).

 



LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

BMT AL IKHLAS
BADAN HUKUM: 150/BH/KWK.12/IV/19-7

rrofesiomaL. aqil paINmenguntonokan.:

î& c&-
M

AQAD MUSYAROKAH ( KERJASAMA USAHA )
No /PMS/BMT A-I/MSA/ /2005

•Alloh telah menghalalkanJual-beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqoroh :275)
•(dalam hadlts qudsl) Aku adalah pihak ketlga bagi dua crang yang melakukan syarikah, selama seorang diarnaramereka. „fr,
berkhlanat kepada Icawan syarikatnya. apabila dlantara mereka ada yang berkhlanat, maka Aku akan keluar dari n.ereka (tidak

mellndungl) HR Imam Oaruquttnl dari Abu Huralrah ra.

memohon petunjuk dan rldho dari Alloh SWT, yang bertanda tangan di bawah ini :
! Nama : PAMUKO PRIYO HANDOKO

jabatan : KOOROINATOR KANTOR I (Sagan)
Dalam aqad ini bertindak untuk dan «»nama BMT AL-IKHLAS, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama

Tempat/Tgl Lahlr

Alamat rumah

Pekerjaan

Alamat pekerjaan

Nama Istri/suaml

NoTelepon

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Musyarakah dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Perjanjian ini dilandaskan pada ketaqwaan kepada A.loh SWT, saling percaya, ukhuwah Islamiyah, dan rasa tanggung jawab.
Pasal2

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA uang sebesar Rp 00 sebagai penyertaan modal usaha
yang bertempat di

Pasal 3

PIHAK KEDUA mengembalikan modal terseb.tt dengan cara angsuran sebanyak.__.kali. setiap selama minggu/bulan
mulai tanggal sampai dengan tanggal masing-masing sebesar .
Pokok

Bagi hasil

Biaya Tagih

Total

RP_

Rp„

RP„

Rp_

Perhitungan bagi hasil :

Modal Awal

Penyertaan BMT :
Perkiraan Pendapatan tlap bulan :
Nisabah BMT Nasabah

Pasal 4

Apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan diaklbatkan oleh kesalahan dalam P^^^™^%SZ
memenuhi kewajibannya. tetapi jika kerugian dikarenakan bencana alam maka penyeiesaian dilakukan dengan musy
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 5

Untuk pembiayaan tersebut, PIHAK KEDUA mengagunkan •"••
Se,anjutnya barang tersebut statusnya menjad, hak PIHAK PEKTAMA dan P.HAK KEDUA tidak boleh dan tidak
memindahtangankan barang tersebut, selama kewajiban PIHAK KEDUA belum selesa,

Pasal 6

ZZZZZ^££SZZ>*U«*«»»—-—— i—-" "DUA-

00

00

00

00

Perhitungannya:

Cabang Prambanan
jl Yogya-Solo KM. 17 Tlogo Kidul no. 4 Prambanan Telp. (0274) 748 4347

Cabang Sleman
Jl. Raya Wagelang KM 5 No. 119 Telp. (0274) 625 945

Cabang Bantul

Jl. Paranglritis. Kompleks Ruko Per*ita Regency Blok BNo. 4Telp. (0274) 411 830 |

Kantor Pusat:
Jl Prof. Herman Yohanes 103 ESagan, Yogyaki
Telp. (0274) 580 992 Faks. (0274) 558 010
www.alikhlas-group.com,
e-mail : bmt@alikhlas-group.com

 



LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

BMT AL IKHLAS
BADAN HUKUM: 1 50/BH/KWK.1 2/IV/1 .97

:-PROFeSipNALvAtflL'DAN>IENeUj<TU.NGI.AK'.

Ŷ&- =© m

Pasal 7

PIHAK KEDUA bersedia menbayar:
BiayaAdministrasi : Rp
Biaya Notaris : Rp
Biaya Materai : Rp
Total : rp

..,00

,00

,00

,00

PIHAK KEDUA bersedia membayar.
Pasal 8

mklu sesuai yang tertera pada pasal 3 dengan datang sendiri ke kantor BMT AL
IKHLAS I Sagan Yogyakarta.

Pasal 9

Apabila PIHAK PERTAMA terpaksa melakukan penagihan karena keterlambatan pembayaran selama 2hari dari tanggal angsuran yang
telah ditetapkan. maka maka PIHAK KEDUA dikenal denda Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali penagihan yang akan
dimasukkan ke Baitul maal Allkhlas sebagai dana sosial. Apabila nasabah mengangsur dengan cara datang sendiri ke kantor BMT Al
lkhlas maka jumlah angsuran yang dibayarkan tidak termasuk biaya penagihan.

Pasal 10

Jika terjadi permasalahan yang menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka urusan ..kan dilimpahkan
kepada:

Nama

Alamat

Hubungan dengan PIHAK PERTAMA

Pasal 11

Jika sebelum masa perjanjian berakhlr PIHAK KEDUA melakukan pelunasan lebih cepat dari tanggal jacuh temponva maka jumlah
angsuran yang dibayarkan sebesar sisa pokok dan bagi hasil pada pekan /bulan yang bersangkutan.

Pasal 12

Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam akad ini, maka akan dibuat dalam surat yang lain dan menjadi satu kesatuan dengan
akad ini serta dilampirkan.

Pasal 13

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di BMT AL-IKHLAS Yogyakarta pada tanggal 2005
PIHAK PERTAMA """"^

Saksl-saksi :

1.

2.

3.

PAMUKO PRIYO HANDOKO

Nam.i

PJ

Lampiran

Foto Copy KTP

FotoCopyCl

Denah Rumah

Surat Pemyataan

Surat Kuasa

Data ke nasabah

Foto Copy Akad

Kartu Angsuran

3..

Malerai

Tcmpcl

SV:

PIHAK KEDUA

Tanda tanaan

Rasulullah bersabda: "Mengulur ulur waktu pembayaran Hutang bagi yang mampu adalah suatu
kedzaliman... THR.MuslirrU

Cabang Prambanan
Jl. Yogya-Solo KM. 17 Tlogo Kidul no. 4 Prambanan Telp. (0274) 748 4347

Cabang Sleman
Jl. Raya Magelang KM 5 No. 119 Telp. (0274) 625 945

Cabang Bantul
Jl. Parangtritis, Kompleks Ruko Perwita Regency Blok B No. 4 Telp. (0274) 411 830

Kantor Pusat:

Jl. Prof. Herman Yohanes 103 E Sagan, Yogyaka
Telp. (0274) 580 992 Faks. (0274) 558 010
www.alikhlas-group.com,
e-mail : bmt@alikhlas-group.com

 



Allah SWT berfiurman (dalam Hadits Qudsi): "Aku adalah pihak ketiga (Vang Maha melindungi)
bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah scorang dlantara mereka tidak bcrkhianat

kepada kawan syarflcalnya. Apabila dianlara mereka ada yang berkhlanat, oiaka Aku akan keluar
dari mereka (tidak melindungi)". HR Imam Daruquthni dari Abu Hurairah ra.

AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH

0939/BMT-TU/MSA.1/24/ II/05

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : AHMAD MUSTOFA

Tempat/Tgl. Lahir Magelang, 21 april 1977
Jabatan : Manajer BMT Taruna Utema
Alamat Pekerjaan Jl. Nyi Ahmad Dahlan No. 5 Yogyakarta

Dalam surat perjanjian ini bertindak atas nama BMT Taruna Utama, selanjutnya disebut Pihak I

Nama : Ngadiyah
Tempat/Tgl. Lahir : Bantul, 24-Aprii-1942
Alamat rumah Keloran 08/09 tirtonirmolo kasihan bantul

Alamat usaha

Pekerjaan : Dagang kedelai
Dalam surat perjanjian ini, selanjutnya disebut Pihak II
Kedua Pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian PEMBIAYAAN MUSYAROKAH
dengan syarat-syarat dibawah ini:

PASAL1

Pihak I membayarkan uang sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah )
kepada Pihak II, sebagai modal penyertaan untuk usaha Dagang kedelai

PASAL 2

Pihak II berkewajiban mengembalikan modal yang akan dilakukan dengan cara Angsuran kepada
Pihak BMT Taruna. Pembayaran Angsuran akan dilakukan di BMT Taruna Utama. Jangka waktu
pembiayaan ini ditetapkan selama 100 har[ . Angsuran pertama akan dilakukan pada
tanggal 22-Mar-2005

Pokok Rp.
Bagi hasil

Perhitungan baql-hasll

Proyeksi pendapatan Rp.
Komposisi modal BMT

Pendapatan modal BMT Rp
Nisbah bagi hasil
Angsuran Rp.

5,000
1.69% dari pendapatan modal BMT

78,000.00 / hari

33.33%

78,000.00 x 33.33% - Rp 26.000

1.69% X Rp. 26,000 = Rp. 440
5,000 + Rp 440 = Rp. 5,440

PASAL 3

Untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran, maka Pihak II akan menjaminkan Barangnya berupa
Tv merk Panasonic 14 ienh

Pihak II tidak boleh mengambil barang tersebut, selama kewajiban Pihak II belum selesai.

PASAL 4

Segala resiko yang disebabkan karena penyimpangan akad perjanjian dan atau kelalaian Pihak II,
maka akan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak II, Pihak I hanya akan memberikan kelonggaran
waktu pembayaran menurut kebijaksanaan BMT Taruna Utama

PASAL 5

Baik barang jaminan, barang investasi, barang dagangan/barang modal kerja yang dibiayai dengan modal
dari BMT Taruna adalah tetap menjadi hak milik BMT Taruna Utama sehingga apabila Pihak II tidak dapat
memenuhi kewajiban membayar angsuran menurut kesepakatan awal, maka barang tersebut harus
diserahkan kepada Pihak BMT Taruna Utama atau dijual atau dengan cara apapun yang sah dan halal
untuk mengembalikan modal milik Pihak BMT Taruna Utama selambat-iambatnya 30 hari setelah batas
waktu akhir pembayaran.

Jika hasil penjualan barang tersebut belum cukup untuk menutup kekurangan angsuran maka Pihak II
akan membayarkekurangan tersebut, dan apabila dari hasil penjualan tersebut ada kelebihan maka akan
dikembalikan kepada Pihak II.

 



PASAL 6

Apabila Pihak II lalai dalam membayar angsuran sehingga Pihak BMT Taruna Utama harus mengadakan
penagihan, maka biaya penagihan tersebut akan ditanggung oleh Pihak II.

PASAL 7

Pihak II setuju untuk membayar biaya-biaya yang timbui dari perjanjian ini yaitu :
Biaya Administrasi
Meterai

Tabungan
Notaris

Rp
Rp
Rp
Rp

PASAL 8

Untuk menjamin kelancaran Pembiayaan ini, maka Pihak BMT Taruna Utama akan mengadakan
pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap usaha Pihak II, dan sewaktu-waktu Pihak II akan dimintai
keterangan tentang keadaan perusahaan atau usaha jika diperlukan.

PASAL 9

Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalamakad perjanjian ir.i akan diperbaiki atau dibuatdalam
ketentuan lain atau dalam surat-surat lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan dengan
surat perjanjian ini, dengan kesepakatan kedua belah Pihak.

PASAL 10

Apabila terjadi perselisihan antara Kedua Pihak dikemudian hari maka Kedua Pihak telahsepakat untuk
menyelesaikannyamelalui jalurhukum yang berwenang untuk menangani.

PASAL 11

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani Jogjakarta pada tanggal 21 Maret 2005

Pihak I Pihak II

AHMAD MUSTOFA Ngadiyah

Saksi-saksi

YULIUSMAN ROFIQ ASHARI

 



AKAD PEMBIWAAN MUSYAROKAH MUTANAOISHOH
Nomor: / BMT-BRKH / MSA-MQS / / /200

Bismillahirrahmannirrohim

Dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

" liarang stapa meminjam dari xaudaranya dengan tekad mengembalikannya, maka Allah
ukan membantu melunasinya. Dan barang stapa meminjam dengan niat tidak
mengembalikannya maka Allah akan membuatnya bangkrut" ( Hadits).

Dengan inemohon petunjuk dan ridho dari Allah SWT, pada hari ini tanggal

200 , kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan

Dalam akad ini bcrtindak untuk dan atas nama BMT BaROKAH, selanjutnya disebut Pihak
Pertama.

2. Nama : NPA

Alamat N0, Rck ;

Dalam akad ini bertindak untuk dan atas namanya senditi, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian pembiayaan Musyarokah Mutanaqislioh
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian ini dilandaskan pada ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, ukhuwah
Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

2. Pihak kedua dengan ini mengakui dengan sebenamya telah menenma uang sebesar
RP- ; ( )
dari Pihak Pertama yang digunakan tambah modal pembelian

3. Nominal penyertaan dana yang diseiahkan Pihak Pertamaadalah sebesar %
dari dana total yang dibutuhkan oleh pihak kedua yaitu sebesar Rp
( •' )

4. Atas penyertaan dana tersebut, Pihak Kedua bersedia membeiikan bagi hasil sebesar
Rp ( ) kepada Pihak Pertama.

5. Pihak kedua akan mengembalikan dana dan memberikan bagi hasil kepada Pihak
Pertama secara Sebanyak Kali selama bulan,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Angsuran Pokok : Rp ,-

b. Bagi Hasil : Rp

Total Angsuran : ^p ,-

b. Pihak Kedua menjaminkan barang berupa
kepada Pihak Pertama.

7. Apabila jaruh tempo yaitu tanggal Pihak Kedua Belum dapat
menunaikan kewajibanya, maka barangjaminan akan diambil alih oleh Pihak Pertama.

8. Hal-hal yang belum diatur daJam butir-butir tersebut di atas akan ditetapkan kemudian
dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dcinikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenamya tanpa unsur
paksaan dari manapun. Semoga Allah SWTmemudahkan segala iktiar kita. Amicn.

Pihak Pertama Pihak Kedua

) (

Saksi-saksi Tarda tangan
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(Baitut 'Maal Wat laimvit

RIZKY MULIA

AMRATANI GROUP

AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH
No: 002672/PYD-MSA/16/H/05

"(Barang siapa meminjam Sari saudaranya dengan tekgd mengem6aRkflnnya, maka jlttafi akan membantu
mcfunasinya. <Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak, mengembafikfinnya, makfi Attaft akg.n membuatnya
bangkfut." (HaditsJibu Hfuraiwfi <$J\)

Akad Pembiayaan Musyarokah ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu ,tgl 16 Bulan Februari Tahun
2005 oleh dan Antara pihak-pihak:
1, Nama : BMT Rizky Mulia

Alamat : Jl. Kakap Raya M-5 Minomartani
Dalam hal ini diwakili oleh Kasmanto.AMd pejabat BMT tersebut di atas yang selanjutnya disebut pihak 1

2. Nama : Dwijayani L
Alamat Pekerjaan
Alamat Rumah : Jl. Manggis 02 CC
No KTP
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnyadisebut Pihak II

Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan perjanjian Pembiayaan Musyarokah dengar ketentuan-ketentuan
yang tercantumdalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

Pihak II mengakui dengan sebenamya telah menerima uang sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
untuk tambahan Modal Usaha Wartel

Pasal 2

Pihak II setiap Hari mulai tgl 16 Februari 2005 hasil keuntungan usahanya dengan nisbah/porsi bagi hasil 30 %:
70 % (Pihak l:Pihak 11)

Pasal 3

Pembiayaan tersebut diberikan untuk jangka waktu 3Bulan terhitung sejak tanggal 16 Februari 2005 Sampai
dengan 16 Mei 2005

Pasal 4

Pihak II akan mengembalikan dana kepada Pihak 1sebesar Rp 300.000 pada pihak I pada Tanggal 16 Mei 2005

Pasal 5

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tertera pada pasal 3 oleh Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II
berjanji akan membayar biaya Administrasi perpanjangan sebesar Rp4.500 saat kewajiban pembayaran tersebut
jatuh tempo sampai tgldilaksanakan pembayaran kembali.

Pasal 6

Untuk menjamin tertibnya pembayaran/pelunasan tepat pada waktunya, maka Pihak II menycrahkan jaminan
berupa Simpanan WD, dengan nilai jual Rp. dan bersedia mengikuti kententuan.peraturan di BMT dan Pihak 1
tidak ikut menanggung segala resiko/kenigian yang terjadi pada Pihak II. Apabila 3bulan berturut-turut tidak
mengangsur maka jaminandiambil alih pihak 1.

Pasal 7

Hal-hal yang belum tercantum dalam pasal-pasal di atas, ditetapkan kemudian dengan kesepakatan kedua belah
pihak

Yogyakarta 16 Februari 2005

Pihak I

(Suyudi, SE)

Saksi-saksi
1. Kasmanto.AMd

2. Restiani Sarifah.AMd.

Pihak II

(Dwi jayani Lestari)
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I

STRUKTUR ORGANISASI

BMT BERINGHARJO

Cooperate
Secretary
HRD

Internal Auditor

1
GMBMT GM Sector

Riil

GMBTC

f
Manajer Area

Kantor 1

V±
Manajer Area

Kantor 2

Umum

Keuangan

J
Manajer Area

Kantor 3

1
BMT

Luar

Manajer
Training

Manajer
FO

 



ADMINISTRASI

STRUKTUR ORGANISASI

BMT RIZKY MULIA

RUPS/RAT

PSM

PENGURUS

MANAGER

LITBANG

TELLER KEUANGAN PEMBIAYAAN PEMASARAN

 



LAMPIRAN 6 :

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

 



PROSEDUR PENYALURAN DANA PEMBIAYAAN

BMT BERINGHARJO

C
NASABAH

^

—/™T5FP
^J&K^vi^s&ijA

I ^^'^SwW5!^*-"^!'^*"'1!

yr

_-

Collector / Account

i.

/OlTice
*

1 r • v

Bagian Analisis Bagian
Peyidikan Pembiayaan Hukuh

y r

r -\

Kesimpulan
Hasil Sementara

^ r

Proses
w

Komite

PembiayaanPembiayaan w

1r

KEPUTUSAN .

1 DISETOJUI

Pengikatan / akad

NASABAH'

 



Prosedur Pengajuan Pembiayaan BMT Al lkhlas

Nasabah

pembiayaan

Ya

SURVE

Sifal, kondisi
/jaminan, usaha,

modal dll

Costumer

service

Tidak

tidak

Account

Officer

 



PROSEDUR PEMBIAYAAN

BMT RIZKI MULIA

WAWANCARA + PROSES ANGGOTA / PENABUNG

DITINJAU KEMBALI

MENGAJUKAN PERMOHONAN

PEMBIAYAAN DENGAN MENGISI

BLANGKO PERMOHONAN

SURVAI/ANALISIS <• KARAKTER
PELAYANAN

USAHA

MEETING TEAM

t
LAYAK BUAT AKAT

TOLAK •LAYAK •BUAT AKAD

REALISASI REALISASI

 



LAMPIRAN 7 :

SYARAT-SYRAT PENGAJUAN

PEMBIAYAAN

 



BMT BERINGHARJO

Syarat Pengajuan Pembiayaan

1. Berkelakuan baik

2. Jujur dan terbuka

3. Amanah dan bertanggung jawab

4. Beerdomosili di Yogyakarta, yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu

Keluarga

5. Punya usaha atau pekerjaan tetap

6. Aktif menjalankan perintah agama

7. Bersedia disurvai kerumah maupun tempat usaha

8. Beerssedia menyerahkan jaminan

9. Pengajuan pembiayaan disetujuui oleh istri atau suami atau anggota kelurga

yang lain

10. Usaha yang akan dibiayai oleh BMT Beringharjo adalah bukan usaha yang

baru mau jalan, tetapi sudah berjalan minimal 3 bulan.

11. Jenis usaha tidak bertentangan dengan syariat atau peraturan pemerintaah.

 



BMT RIZKY MULIA

Ketentuan Pembiayaan

1. Telah menjadi anggota, dengan cara membukarekening simpanan

2. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

3. Foto copy KTP atau Kartu Keluarga

4. Agunan dapat berupa kelayakan usaha atau surat usaha 


